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BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR #4  TAHUN 2017
TENTANG

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan
karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum
Pemerintahan dan Pembangunan serta mendukung kelancaran dan tertib
administrasi di bidang kepegawaian dipandang perlu adanya penegasan
dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk mengatur
keberadaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Melawi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan ..,
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8738);

g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun
2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor
167) ;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN

kan
acER JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MELAWI
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

;m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Melawi;

Bupati adalah Bupati Melawi;

pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi;

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Melawi;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas / Badan di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi;

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi
Pemerintah;

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
Perundang-undangan;

Pegawaj Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
E;Gmen}lhi Syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
¢h pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

;eiz:: Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat yar}g mempun;yai kewenang.a:}
Negarapé{an Peng@gkatm, pemindahan, dan pemberhentian Pegaweu Aparatur. Sipil
aparamra{l Pembinaan manajemen aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen

sipil negara di instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

dang-undangan,
11. Jabatan ...
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dalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang
jabata? 2 orang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi
s€ - ) .
jan hak pimpinan Tinggi adalah Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
tarn

et Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggm?g
jabala? wenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
awabs ¥ seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

)elaksanaan

e mbangunam ) ) b
gawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

1 .
jabata’ pe an hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan

V?:ﬁz:;lagan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
)€l

tan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung ja.wab,
nang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan
lik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan,;

Jabal

yewe
Je;ayanan p ub

batan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tuge}s berkaitan
;gngaﬂ pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

jan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit;

‘ugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
;,ewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

\nalisis Jabatan adalah Proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan serta
pengolahnya menjadi Informasi Jabatan dan disajikan untuk kepentingan program
epegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana,;

inalisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis
mtuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi

serdasarkan volume kerja.
BAB II

JABATAN PELAKSANA
Pasal 2

Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Jabatan
Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon 1V) dan Jabatan Fungsional (Jabatan
Fungsional Tertentu) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan Formasi Jabatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Kabupaten Melawi;

Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat

Memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan dalam

Jabatan Pelaksana;

g:gigaimanfi flimaksud pada ayat (4) , apabila PNS yang telah diangkat dalam Jabatan

clis sana dialih tempat tugas dan /atau mutasi maka perpindahan tempat tugas / mutasi
yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

P ;
b:ii yang diangkat dalam Jabatan Pelaksana tidak dapat menduduki Jabatan rangkap
dengan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;

P

uflrtle‘lt(apan Nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan

mel:k metuberikan kejelasan tugas bagi Para PNS dengan jabatan pelaksana dalam
Sanakan tugas dan fungsi pada perangkat daerah,;

Nam
Lam :ir Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
4N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I ...
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BAB 1III
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 3

tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Jabatan
n III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana dapat

s B
ap | Eselo
sett” jstratol ( an Fungsional.

dmint am Jabat

A' gkat dal

dia? on PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai formasi Jabatan pada
Peﬂgaﬂgfg anisasi Perangkat Daerah;

otio? dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

perlgaﬂ gka:;'{nan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan

mem%?fﬁuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki;

i

aﬂg' terdapat PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional belum diangkat dalam
abila onal dapat diberikan nama Jabatan Pelaksana Calon Jabatan Fungsional;

si
. batan fung .
ja —— fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana

- batan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
calon Iil erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
ang ini
¥y angkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
gi;gaﬁ / PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
Pasal 4

ng Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten terdin
g Jabatan Fungsional Ahli dan Jabatan Fungsional Terampil sesuai dengan Peraturan

;ndang-undangan yang berlaku.

amé J

Pasal 5
jang Jabatan terendah sampai dengan tertinggi untuk jabatan fungsional adalah sebagai
kut :
Jabatan Fungsional Terampil
a. Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
b. Pelaksana, Pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 sampai dengan Pengatur Tingkat 1,
Golongan Ruang I1/b - 11/d.
¢. Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat 1, Golongan
Ruang Ill/a dan III/b.
d. Penyelia, Pangkat Penata dan Penata Tingkat 1, Golongan III/c dan I11/d.

Jabatan Fungsional Ahli
% Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/a
dan I11/b.

b. Ahli Muda, Pangkat Penata dan Penata Tingkat 1, Golongan Ruang III/c dan I1I/d.
© Ahli Madya, Pangkat Pembina, Pembina Tingkat 1 dan Pembina Utama Muda Golongan
d Ruang Iv/a - 1v/c.

- Ahli Utama, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dan IV/c.

Pasal 6
oinj telah. diangkat dalam Jabatan Fungsional mendapatkan tunjangan jabatan
Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Mjangay,
padaK
PNs :
bail Z:Eg diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap
84N jabatan struktural maupun jabatan pelaksana.

NS vy
fungs

. jabatan fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
Putusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;

Pasal 7 ...
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Pasal 7
gkat dalam jabatan fungsional tidak diperbolehkan untuk :
dian

Jab
gt
5}[3!1 v abat
o gt o8 PO b

we? xan diri dad

,nengundu‘f gga tidak dapat n:.lelaksan K

jopo Sd?:t Jceterangan dari tim penguji kesehatan.
an sS4

= Pasal 8

si keluar dari Pemerintah Kabupaten Melawi atau sedang melaksanakan

an menjadi jabatan pelaksana;

uaian ijazah untuk kenaikan pangkat;

atannya, kecuali karena menderita sakit jasmani dan/atau
akan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan

t . . .
pNS yan 1g .r:ru ;arus diusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsionalnya guna
pelajat . }
tug;ztus tunjangan jabatannya;
e -
? an sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi PNS
Pﬂmbczzzh diangkat dalam jabatan fungsional;
yang S ’
pebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
pemDbe ]
geputusan Bupati.
’ Pasal 9
PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten yang ‘telah diangka}t dalam jabatan
arus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional;

fungsional, b
ppabila pengangkatan dalam jabatan fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai
dfngan ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan

perubahan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10
PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional dapat dibebaskan sementara;

Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan apabila

pejabat fungsional yang bersangkutan :

a. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya yang dibuktikan dengan Surat
Tugas;

¢. dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi;

d. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan
Perundang—undangan yang berlaku;

e. 1 .
diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku; dan/atau

foutl
mtll d_l luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena
“lahirkan anak ke-4 (empat).
Apabilg seint. A
pads, aa Sejak diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
Yat (2) huruf e, dalam jangka waktu I(satu) tahun tidak dapat mengumpulkan

gk kereg; :
i jap *dit yang diper syaratkan PNS yang bersangkutan harus diusulkan pemberhentian
Jabatan fungsional;
(4) Pembahasan ...
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.mentara dan Pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana
. ) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

pil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional diberhentikan

i Si
eger! jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan

cai P
’“"‘“Wm‘ﬂ" tunjanga ‘
Pcll\b‘ l)ll san gementara;
f"‘m eri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional tidak dapat

. :

wal i angkatnya sebagai pejabat fungsional.
P.":“]rhiumgk““ kenaikan pangxatiy gat pej g

di

Pasal 12

fungsional yang dibebaskan dari jabatan fungsional karena sebab-sebab

al. dalam pasal 8, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila :

.ﬂb
Fpageiman
" selesai melaksanakan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;

el . . -
> jah selesal melaksanakan tugas di luar jabatan fungsionalnya;
> w]ah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
e - . -
et i menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

4. telah selesal
.Pgraturan Perundang-undangan yang berlaku;

dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan keputusan
e.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
{ telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana
smaksud pada ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki
dalam jabatan fungsionalnya;

Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
abat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :
telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-
undangan yang berlaku;
tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipersyaratkan dalam waktu yang
ditentukan setelah pembebasan sementara; dan
djatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 14

gadan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Setiap Kepala
cangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap

Pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi;
Pemb; .
:mbmaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
b. menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
c' "enganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional;
' m < - .
k engusun{an kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan
peran
Jawg 8kat Daeran yang ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan fungsional bertanggung

b ;
Atas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
RAR T
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BAB 1V
NAMA JABATAN

Pasal 15

jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebag
,eﬂgangkatw;asal 3 dilaksanakan berdasarkan penetapan nama
dan )
050 fungsione’
abd ._patan pelaks
apan.’aba s e
enel - hasil analisis ]

fjda .
pama jabatan pelaksana dan jabatan

7enetapifel ctujuan untuk memberikan kejelasan tu

yat ‘Zcian fungsi pada perangkat daerah;

ug’ . _

abatan pelaksana dan jabatan fungsional sebag

Jaﬂl;tjum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid

ercantt™

yupati I

aimana dimaksud dalam
jabatan pelaksana dan

(1)

ana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

abatan dan analisis beban kerja;

fungsional sebagaimana dimaksud pada

gas bagi para PNS dalam melaksanakan

aimana dimaksud pada ayat (3)
ak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 16

tan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

5 Jaba
adi dasar dalam :
enyusunan dan pene

jengembangar dan pola karier;

sromosi;

tapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan;

nutast;
senilaian Kinerja;
sxnggajian dan tunjangan,;
senghargaan;
fisiplin;
semberhentian; dan
Jensiun.,
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

tsaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

PNS ; i

) ggi’al;gm l;e.ra::é dari formasi peggangkatan tenaga honorer atau formasi Praja Sekolah

ratn tI;nn an Dalam Negeri / Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan

s pelaksan:a sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dalam hal terdapat
an nama jabatan pelaksana, akan disesuaikan dengan formasi jabatan

pelak -
Sana yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah,;

pel aksang i:g:lgkat berasal dari formasi umum dan ditetapkan dalam nama jabatan
um berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan jabatan

Jang tert .
¢ra didalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
4 in mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
up? : :
" cand B mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
etiaP ora dulam Berita Daerah Kabupaten Melawi.
s ny:
tan
lelnpa

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Oletvlou 2017

MEBUPATL\MELAWI,

}r‘PANJI A

an di Nanga Pinoh
Zi:ﬁl;al 4 pehlouw 2017

}(' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, AR

\
A VO TITUS MULYONO A

1TA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 4.9



